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ABSTRAK : -

CATATAN :

Bahwa untuk mewujudkan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan penyesuaian pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225);
PP 44 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No.156, TLN No.7140); Perpres No. 17 Tahun 2023
(LN Tahun 2023 No.31); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);
Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah berupa layanan pemilihan
penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik, beserta tarifnya
yang ditetapkan secara progresif berdasarkan nilai kontrak pengadaan. Diatur pula
pengecualian tarif bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan nilai akumulasi
transaksi sampai dengan Rp15.000.000.000,00 dalam satu tahun anggaran. Ketentuan
lainnya meliputi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Mitra Instansi
Pengelola, pemberian imbal jasa, pengenaan biaya transaksi pendukung,
kemungkinan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0%, kewajiban penyetoran
ke Kas Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 896), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025 dan diundangkan
pada tanggal 31 Desember 2025.
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